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SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/E/KPT/2020

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang . a. bahwa untuk kelancaran penerbitan izin pembukaan
program studi pada pendidikan dokter spesialis perlu
memberikan pengaturan mengenai persyaratan dan
prosedur pembukaan program studi pada pendidikan
dokter spesialis;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan
dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada
Pendidikan Dokter Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6171);



Menetapkan

KESATU

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1673);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan,
pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
118/ TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program
studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.



KEDUA

KETIGA

Program studi pada pendidikan dokter spesialis sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan olch
Fakultas Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

1 Pendahuluan
a. Latar Belakang

Dalam hal mempercepat pemenuhan dan distribusi dokter spesialis,

Fakultas Kedokteran yang memiliki akreditasi tertinggi untuk program

studi profesi kedokteran dapat menyelenggarakan Program Studi pada

Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengaturan tentang pembukaan program pendidikan dokter spesialis

ini bertujuan untuk:

a. menjamin mutu PPDS sejak diterbitkan izinnya.

b. membantu Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) melakukan
evaluasi diri terhadap kemampuan institusi dalam mengelola PPDS.

c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

b. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)
Standar Nasional Pendidikan Kedokteran telah diatur dalam Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018
Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti
SNPK). Menurut Pasal 1 angka 3 Permenristekdikti SNPK tersebut,
SNPK adalah kriteria minimal Pendidikan Kedokteran yang merupakan
bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 3 Permenristekdikti SNPK menentukan bahwa:
“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

a. standar pendidikan akademik; dan
b. standar pendidikan profesi.”

Adapun Pasal 4 ayat (2) Permenristekdikti SNPK mengatur sebagai
berikut:
“Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terdiri atas:
a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan
b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis,

program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan
program dokter gigi subspesialis.”



II.

C.

Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis

Izin Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis dapat
diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengusul telah memenuhi
seluruh persyaratan dan prosedur.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan
pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari Program Studi pada
Pendidikan Dokter Spesialis yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan
tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi
pada Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI). Prosedur pembukaan Program Studi pada Pendidikan
Dokter Spesialis dilakukan secara daring melalui
http: / /silemkerma.kemdikbud.go.id.

Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program
Studi telah dipenuhi, maka Kemdikbud akan menerbitkan izin
pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis tersebut.

Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan

Dokter Spesialis

a. Persyaratan dan Dokumen

Persyaratan dan dokumen pembukaan Program Studi Pada Pendidikan

Dokter Spesialis terdiri atas:

No. Persyaratan Pembukaan
Program Studi Pendidikan Dokter Dokumen
Spesialis

1. | Pemimpin Perguruan Tinggi yang|e Scan asli surat permohonan pemimpin

memiliki Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi tentang pembukaan
dengan Program Studi Profesi Dokter Program Studi Pada Pendidikan Dokter
dengan peringkat akreditasi A atau Spesialis.
Unggul, mengajukan surat
permohonan pembukaan Program
Studi Pada Pendidikan Dokter
Spesialis kepada Mendikbud.

2. | Memiliki pertimbangan tertulis senat | e Surat pertimbangan senat perguruan
perguruan tinggi tentang pembukaan tinggi tentang pembukaan Program
Program Studi Pada Pendidikan Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis
Dokter Spesialis yang akan yang akan diusulkan.
diusulkan.

3. | Memperoleh Rekomendasi tertulis|e Scan asli Rekomendasi tertulis dari

dari Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi (LLDIKTI) setempat (masa

berlaku rekomendasi paling lama 1

tahun sejak rekomendasi diterbitkan)

yang memuat:

a) Rekam jejak (termasuk legalitas)
Badan Penyelenggara (khusus
PTS);

b) Rekam jejak PT penyelenggara

LLDIKTI setempat




dengan komposisi:

e paling sedikit 3 (tiga) orang dokter
subspesialis; dan

e dokter spesialis dengan
pengalaman kerja paling sedikit 5
(lima) tahun dalam satu bidang
peminatan dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9
(sembilan) KKNI, yang relevan
dengan program studi yang
diusulkan;

yang memenuhi persyaratan sebagai

berikut, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan:

a) warga negara Indonesia;

b) memiliki kualifikasi akademik:
1) dokter sub spesialis; dan/atau
2) dokter spesialis dan

berkualifikasi setara dengan
jenjang 9 (sembilan) KKNI;

No. Persyaratan Pembukaan
Program Studi Pendidikan Dokter Dokumen
Spesialis
pendidikan profesi dokter (khusus
PTS); dan
c) Tingkat keberlanjutan program
studi yang diusulkan.

4. | Memenuhi persyaratan minimum |e Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat
akreditasi Program Studi Pada Mininum Akreditasi Program Studi
Pendidikan Dokter Spesialis sesuai pada Pendidikan Dokter Spesialis
Standar Nasional Pendidikan beserta semua Lampirannya.
Kedokteran, yang dibuktikan melalui
pengisian formulir Instrumen
Pemenuhan Syarat Mininum
Akreditasi Program Studi Pada
Pendidikan Dokter Spesialis;

5 | Kurikulum disusun berdasarkan |e Kriteria kurikulum yang meliputi paling
capaian pembelajaran sesuai standar sedikit:
kompetensi setiap program dokter a) pertimbangan pembukaan program
spesialis dan standar pendidikan studi;
profesi  setiap  program  dokter b) profil lulusan dan deskripsi profil
spesialis  (termasuk  didalamnya lulusan;
standar supervisi pendidikan); c) capaian pembelajaran lulusan;

d) struktur kurikulum,;
e) suasana akademik.
6. | Dosen paling sedikit 5 (lima) orang

e Scan asli KTP

e Scan asli ijazah dan transkrip semua
program pendidikan yang pernah
ditempuh.

e Scan asli Keputusan penyctaraan
ijazah bagi calon dosen tetap lulusan
luar negeri, dari Kementerian yang
menangani pendidikan tinggi.

e Scan asli sertifikat profesi/ijazah
sebagai spesialis/subspesialis.

e Scan asli surat keputusan Menteri
tentang rekognisi pembelajaran
lampau;

e Scan asli surat keterangan pengalaman




berjumlah 3

dengan

(tiga) orang,

kualifikasi:
a) Paling rendah berijazah Diploma

b) Berusia paling tinggi 56

Tiga;
(lima
puluh enam) tahun; dan

c) Bersedia bekerja penuh waktu

selama 37,5 (tiga puluh tujuh

e Scan

No. Persyaratan Pembukaan
Program Studi Pendidikan Dokter Dokumen
Spesialis
kerja sedikitnya S (lima) tahun dalam
satu  bidang peminatan dengan
program studi yang diusulkan dari
kolegium.
Scan asli Surat izin Praktik (SIP) yang
masih berlaku.
Scan asli surat penetapan Pemimpin
Perguruan Tinggi (Rektor) sebagai
dosen tetap;
Scan asli SK jabatan akademik/
C) Dalam hal calon dosen belum fungsional yang mutakhir yang
memiliki  NIDN/NIDK, maka diterbikan oleh Kementerian;
berusia paling tinggi 58 (lima|e Scan asli Surat tugas dari Pemimpin
puluh delapan) tahun pada saat Perguruan Tinggi (Rektor);
program studi yang diusulkan Scan asli SK PNS/P3K;
memperoleh izin;
d) Dalam hal dosen telah memiliki
NIDN/NIDK pada program studi
lain di perguruan tinggi pengusul,
maka:
1) jika belum memiliki jabatan
fungsional profesor, berusia
paling tinggi 65 tahun pada
saat program studi yang
diusulkan memperoleh izin;
atau
2) jika telah memiliki jabatan
fungsional profesor, berusia
paling tinggi 70 tahun pada
saat program studi
Pendidikan Dokter Spesialis
yang diusulkan memperoleh
izin; dan
3) nisbah dosen dan mahasiswa
pada program studi yang
ditinggalkan harus
dipertahankan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangan-undangan; e Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan
¢) Bersedia bekerja penuh waktu calon dosen tetap untuk bekerja penuh
sebagai dosen tetap selama 37,5 waktu berdasarkan EWMP:
(tiga puluh tujuh setengah) jam
per minggu.
7. | Tenaga Kependidikan paling sedikit

asli calon

kependidikan;

jjazah tenaga




Pendidikan Kedokteran.

No. Persyaratan Pembukaan
Program Studi Pendidikan Dokter Dokumen
Spesialis
koma lima) jam per minggu.

8. | Nisbah dosen dan mahasiswa 1 (satu) | e Diisikan pada Formulir Instrumen

dosen berbanding 3 (tiga) mahasiswa. Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi
Program Studi Pada Pendidikan Dokter
Spesialis.

9. | Program Pendidikan Dokter Spesialis | ¢ Diisikan pada Formulir Instrumen
dikelola oleh unit pengelola program Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi
studi dengan organisasi yang Program Studi Pada Pendidikan Dokter
disusun berdasarkan ketentuan Spesialis.
peraturan perundang-undangan.

10. | Sistem Penjaminan Mutu Internal |e Diisikan pada Formulir Instrumen
(SPMI). Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi

Program Studi Pada Pendidikan Dokter
Spesialis.

11. | Memiliki sarana dan prasarana|e Diisikan pada Formulir Instrumen

sesuai dengan Standar Nasional Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi

Program Studi Pada Pendidikan Dokter
Spesialis.

Scan Asli SK Penetapan sebagai RS
Pendidikan Utama.

Scan Asli PKS RS jejaring dan/atau
Wahana pendidikan.

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Persyaratan angka 1 sampai dengan angka i1

merupakan

persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak
dipenuhi maka usul belum disetujul.

2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program
Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis , dibuat dalam pdf yang telah
diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi. Dokumen
pdf harus dapat dibaca dengan jelas. Dokumen yang tidak dapat
diunduh atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya

dokumen tersebut.

3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh

melalui menu

panduan

pada laman

http:/ / silemkerma.kemdikbud.go.id/ .

4. Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan
di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program
Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.

5. Semua sarana prasarana dan dokumen asli wajib diperlihatkan pada

saat evaluasi lapangan.

b. Prosedur

Pembukaan program studi pada pendidikan dokter spesialis merupakan
penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah
memiliki fakultas kedokteran dengan program studi profesi dokter
dengan peringkat akreditasi A atau Unggul.




i

Usul pembukaan program studi pendidikan dokter spesialis yang
memuat pemenuhan semua persyaratan, diproses dengan prosedur
sebagai berikut:

1. Prosedur Umum

a)

Tahap Kesatu

Pemimpin Perguruan Tinggi memohon rekomendasi kepada

LLDIKTI di wilayah domisili Perguruan Tinggi dengan

melampirkan dokumen:

1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua
perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (khusus
PTS);

2) Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang
pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum,

misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan
(khusus PTS);

3) Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti
tentang izin pendirian PTS beserta perubahannya (jika
pernah melakukan perubahan);

4) Surat Keputusan tentang izin pembukaan program studi
profesi dokter;

5) Surat Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus
PTS);

6) Sertifikat akreditasi program studi profesi dokter dengan
peringkat akreditasi A atau Unggul; dan

7) Surat Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi.

Tahap Kedua

LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran semua

dokumen pada Tahap Kesatu.

Dalam hal legalitas badan penyelenggara PTS belum terpenuhi,

maka LLDikti meminta pengusul untuk melakukan perbaikan

dokumen kepada instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada Lampiran c.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal
dilakukan perbaikan dokumen), dan

2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran semua
dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun
ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui
http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan
surat permohonan akun;

2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usulan akun; dan

3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Perguruan
Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila

disetujui maka Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses
ke tahap keempat.




d) Tahap Keempat
Perguruan tinggi mengunggah semua dokumen pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini melalui melalui
http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id.
Dirjen Dikti akan mengevaluasi persyaratan untuk memenuhi
syarat minimum akreditasi Program Studi pada Pendidikan
Dokter Spesialis yang akan dibuka.
Apabila berdasarkan hasil evaluasi kecukupan semua
persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan
tim kolaborasi lintas stakeholders (Kemdikbud, Kemkes, KKI,
AIPKI, PB IDI, MKKI, dan ARSPI) untuk melakukan evaluasi
lapangan (site evaluation). Rekomendasi dari KKI dan kolegium
diberikan setelah evaluasi lapangan (paling lama 7 (tujuh) hari
kerja).
Untuk memperoleh izin pembukaan Program Studi Pada
Pendidikan Dokter Spesialis, pengusul harus mengikuti
prosedur khusus di bawah ini.




2. Prosedur Khusus

Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permintaan akun ke
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui
silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat
permohonan akun (bagi Perguruan Tinggi yang belum
memiliki akun).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum
disetujui maka Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali
permintaan akun.

Perguruan Tinggi mengunggah dokumen dalam bentuk pdf
yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin Perguruan
Tinggi, yang terdiri atas:

a. Surat permohonan pembukaan program studi pada
Pendidikan Dokter Spesialis kepada Rektor;

b. Rekomendasi dari LLDIKTI;

c. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Mininum Akreditasi
Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis; dan

d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Mininum
Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis

LAM PT Kesehatan melakukan evaluasi tentang pemenuhan
jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap Program Studi Pada
Pendidikan Dokter Spesialis yang diusulkan

Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap
memenuhi persyaratan, maka LAM PT Kesehatan
memberikan "Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman
silemkerma.kemdikbud.go.id untuk diproses ke tahap
berikutnya.

Apabila pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen
tetap tidak memenuhi persyaratan, usul dinyatakan belum
disetujui dan Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali
usul.

Apabila “Persetujuan Proses Lanjut” telah diberikan, LAM PT
Kesehatan mengevaluasi kriteria non dosen (kurikulum dan
unit pengelola program studi).

Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi
persyaratan, usul dinyatakan belum disetujui, dan Perguruan
Tinggi dapat mengunggah kembali usul melalui laman
silemkerma.kemdikbud.go.id.

LAM PT Kesehatan bersama dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi dapat melakukan evaluasi lapangan
pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pada
Pendidikan Dokter Spesialis.

Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan
masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang
diunggah dengan fakta di lapangan maka pengusul diminta
mengunggah pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil
evaluasi lapangan melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
Waktu yang diberikan untuk unggah pemenuhan kekurangan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi
persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan
Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis kepada
Mendikbud untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang
pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis.

PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA PT BADAN HUKUM

PENGUSUL LAM PT Kag MENDIKBUD
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[II. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan

Dokter Spesialis

a. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

NOTARIS
WILAYAH KERIA PROPINSI JAWA BARAT

K. MENTERD MUKLINE DAN HAK ASAS! MANUSWE REPUSLIX INDONTSIA
NOMCOR C-00. ht. 00.01-Th, 2005 TGL. 10 UL 2005

TRIVA IDAMAN
B JENGRELN §3
GUNUNG HALU - KADUNGD®A 13333

TELP. (D22} 2FTTIT - 2BATSST

SALINAN
AXTA : PENDIRIAN YAYASAN ALANAK
NOMOR B3
TANGEAL : 12 Desember 2012

™~

w

Nyonya MUSARON, ahir of Saiubur, pada tangge’ 15061952
{ima belas Juri seribu sembilan ratus Tme puluh dua), Dagang,

Warge Negere Indonesis, bertempet tingge! ¢ Kabupaten

Biusukar, K Ketangoor, Xelurshan/ODess  Ketanpgor,
Rukun Telanggs MNomor: OF, Rukun Werge Nemor @ 07,

Pemegang Kartu Tande Penduduk Nomor @ 1900

. Tuan H.ROSIDL, ahir ¢! Xatupaten Srebes, pada tamgged 18-05-1968

{defaper Delas Agustus seridu semdilen retus enem puiuh delapen),
Wiraswasta, Warga Negara Inconesia, bertempat tinggal & Xabupaten
Bungur, Kecametan Xetanggor, Keurshan/Dess Ketanggor, Rukun
Tetangga Nomor : 08, Rukun Wargs Nomor © 06,

Pemegang Kerdu Tanda Pendudhk demgan  Nomor  Incuk
Kependudukarn © 3329161808680003; -

Tuan ROZAKE, ahir ¢ Kabusaten Turl, sods angual 26-03-1976 {dus

puluh enam Maret seribu sembilan ratus tjuk puluh enam),

Wiraswasts, Warge Negara Indonesia, pat Snggal df
Turl, Kecematen Agungen, Kelurahan/Dese Agungan, Rukun Tetangge

Nomor : 05, Rukun Wergs Nomor 0 087 -

. HLYUSUF, lahic of Kabupeten Mrebes Lor, pads langgel 12-07-1945

{dus beis B seribu sombian ratug empat puluh ), Wisswasts,

Wargg megars Indonesia; berte:

t tinggal of Kabupaten Mbretes Lor,

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN “ALAMAK"
NOMOR : 01

Pede ran ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (gua bels Desermber dua nibu
dus belas);

Pukut 14.00 WIB (empat beles Wakltu Indonesia Sarat]; -momorowmmemes
Berregepen dengan seve, KOSIM SUKOSIM, Serona Hulwm, Magister
Kenctasisten, Notars df Kebupotes Kadungors dengan Wilaysh Jubstan
Propingi Jawe Serat, dinadin oo saksi-ees yang saye, Notars kenad dan
nama-namanys akan disebutkan tade baglan akRir akta sk -

1. Tuan Sutiena, ‘ahir ¢ Balutur, pade Wnggy !

11-1966 {tigs belas
Nopember sericu sembiien retus enam pulsh enam), Wirsewasia,
Warga Negara Indonesis, bertermpat fimgou! & Xabuputen Brebes,
Kecomatan  Ketanggungsn, Xeleraban/Dese  Dukuhotes,  Rukun
Tetangga Nomor: 07, Rukun Wasge Nomor: 07;

Pemegang  Xartu  Tenda  Penduduk  dengan  Nomor  Induk
Kependudukan : 322817131 1660002;

Menurut keterangannya datsm hal inf b

2. Untuk divt sendirt; -
b, Selaku kuasy dar dan vieh kaneny Ru sai mewaki untuk dan atas

rama:

Kecamatan  Ketanggungsn, Kelurshar/Dess Ketenggungen, Susun

Tetamgea Nomor : 06, Rukun Wasgs Nomeor » 03; -

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor @ 58U 12499/ TFTTT; -
Para DENGHACAD et diknnal SRR SaV2, WO, e
Parz penghadep Dertindex sebagaimang lersetut o ates, dengan i

meneranghan teriebin dahuly seoaget berikut;

betrwa gung meningkatian kescjehtersen rakyet dan mencerteskan
kehidupan Bangss teuteme  dalam  bidang  pendicikan  serta
mengembangkan potensipotensi yang ade, meks perfu dibentuk
sustu wateh untux pengeolasnnys;

bahwe wadah tersebut merupakan sustu bedan sosiyl dalam bentuk

Yayasan,

bohwa untuk mencapel tuiuen den anggole-angi

mereks telah Memisatkan dert kexaysan meneks yait Semuge ueng
wngi sebesar R 100.000.000- (weratus jula ruph) yeng
diperuntukian sebaga’ KeKyIRn SWal YaYRSsan; e
Sehubungan dart segels ape yang duraikan i slas, meke pere penghadas
dengan ini mengrangkan telah bersenakat dan tefah bersetuju mendirian
sebuah Sedan Hukwm yerg berbectuk YAYASAN dengan anggeran desar
sobagat berivet:
—————— YT 7 YU 7YY VU7V ———————

anmnnnensssnssres HAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN «vvrereenmnmnes




b. Surat Keputusan dari Pihak yang Berwenang tentang Pengesahan Badan

Penyelenggara

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan

Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan

1 EEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASE MANUSEA REPUBLIK INDON
DIRER FORAT JENDERAL ADMINISTRASE HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MERTERI LUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUREIK wmwl&x« .
; NOMOR - AHU 3489 A14L.03 04 Tatwn 2010
i
¢ TERTANG
%
] PUNGESAHAR YAYASAN
¥
@ MENTERLHUK M DAN HAK ASASEMANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
2 , i
Munimban | Babiwa el diskukan penctitan tcibadop Akta Pendivian Yayus 3
. Ropsads Remootert dhskum Dan Slak Asasi Manusia, shin b H
okt synol sebsgaimans distur Al PRI preondong-ERGIGAR, sehings ¢
il ligalihan, H
gt isalih :
My dpnt 1 1. Undaig g Nomor 16 Tebun 2001 towtawy Yaymsan (Lembaran Negark H
sia Fabog 2000 Mosr 112, Twnbahon Lembarn Negars
fndemnonia Moo - Rk Indonesis
ahin 2004 tentang Fersbaban st U sug Nomor 16 Tk
3001 tentnng Vayasan (Lenbaran Negara Republ Fabun 2004 Nowmey
145, Taubaton | srabaran Nogars Kepublik, tndoncsis Nomor 4430}
2 Pesstoran Pemccintah Republik tadonesia Momor 65 Tedwn 2008 tewtang
Pelahsonaan  Undang-undang tentany  Yayasan (Lembarin Negeon  Repubfik
fadonesis Tabun 2008 Nomor 134, Tembahan Lembacsn Negars Reponiik
Tdosiesia Huwpor 4B94)
MEMUTUSKAN
Menetaphen
PERTAMA Memberikan Pengesshan Akt Pemlicion
YAVASAN DHARMA BAKTI PUTERA MUSEIM INDONESIA
WEWE 03 065171 £.216 000
Berkesudukan ¢ Jalxn Jomdersd Sudinonn Nomos 420, Rukun Tetwoggs 006, Kuken
Wargn 001 Kehuraban Wonorajo, Kecamatan Marpayan Damai, Kata Pekanbaru,
sonni dengon Akt Nowmor 16 tanggst 20 Juti 2010 yam ditiat oleh Noweis Tio
Hitaye, $4 berkeduduban i Kasta Fekahrs
KEDUA Ksputusns i vl etk ok tanpget ditsegpbas.
Oittapin di Juksnn .
puda tenpus! 26 Oktober 2010 RN
A MENTER]IUKUM DAN HAK ASASI MANLISIA RY Bl m,uw;
DIREK FUR REMINISTRAS) HUK By
SR 0 . YN
¢ Ngo”te S iy w
% o
P
z MR ARRE PAUD, SHOMH
7 4
% ERLQ | 001
% N St

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 11/5 - 2007 No. 8.
Pengumuman dalam berita-Negara R.1. sesuai dengan ketentuan
pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Kepada Yth.

Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM

Jalan Kates Nemor 47 B
Boyolail

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran; ===~

perihal @ Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokox surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedud.kan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Bayolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggai 20
Oktober 2006, yang dibuat cleh Saudara, dalam rangka penyesuaian
dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan

Demikian untuk diketahui

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA SH.MH
KIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham

Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAX ASASI MANUSIA
NOMOR ANU-03304.50.10.2014

i TENTANG

| PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

{ YAYASAN AS-SUNNAH PADANG

MEMTERI HUXUM DAN MAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a Banwa berdasarkan Permonanan Notaris YUSMARNL, SH sesuai ARl Nomor 01
Tonggal O1 Juli 2014 tentang Pengasakan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAK
PADANG tanggai 02 Jubl 2014 dengan Homor Pendsttatar 501407021 3100060
Tefan Sesusi Ceagan Dersyoratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bahwa berdasarksn pertimbngan sebagaimans dmaksud Gatam huct a. perls
menetapkan keputusan Menterd Hukum don Hak Asasi Mausia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan s

KESATY - Memberikan pergesahan badan hukur.
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG
Deskedudukan ¢ KOTA PADANG, sesual gengan Akta Nomor 01 Tanggal 61 juli 2014
yang dibuat ofeh Notaris YUSMARNI, SH berkerduduban i KOTA PADANG,

KEDUA Keputusan ini bestakys sejak tanggal ditetapkern.

Ditetapkan o fa¥arts, Tangasl 02 jull 2014,

2.0 MENTER} HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIRERTUR JENDERAL ADMIRISTRASI HUKUM UMLIM,

Bl e BN

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NP, 19581120 198810 1 001

| DKETAK PADA TANGGAL 02 Jufl 2014
| DAFTAR YAYASAN NOMOR ANU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 jull 2014

il

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASH MANUSIA
NOMOR ANU-03304.50.10.2014
TENTS

NGESAMAN PERDIRIAR BADAN HUKXUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REFUBLIK INDONESIA

1 Kakaysan awsl A 60,000,000

2. Pendi Yayasan
i i FIRDAUS 1371047909T20007 S

JONES VENDRA 1471031406750021
AHMAD DAMIEL, LC 3203260202810005
MUHAMBMAD ARISF AKX 1371071104R820005
HIVO MARTIUS 1371093006830013
RANMAT nusnmn. SARJANA NUKUM (SLAM 1371030857830801

| CANDRA DE PUTRA
YOG! SAFENLY 1371041205790003

SBHAN H
FACHRY INORA L 3T1040603 790000
NOVIZARDL 1371640603790006.

HROAUS. © 1371042909770002 PEMBINA | KETUA
JONES VENDRA 1470011406750021 PEMBINA  ANGGOTA

ANMAD DANIEL, LC 3520118020281000% PEMBINA  ANGGOTA
RIEF, AK 1371631 PEMBINA  ANGGOTA
3 ARGEOTA
] e i iaiay  137I030507530001 PENGURUS  KETUAL
ATOA 13T >
YOG SAFENLY 1 PENGURUS
" PENGAWAS  KETUA
FACHRY INORA 1371040603 790006 PENGAWAS  ANGGOTA
NOVIZARDY 137102007640003 PENGAWAS  ANGGOTA
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c. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesalannya
' No Masalah Badan Penyelenggara PTS Penyelesaian

.

'1. | Nama Badan Penyelenggara yang ;
1 | tercantum pada SK Pendirian/ |

' Perubahan PTS berbeda dengan nama |
Badan Penyelenggara Pengusul, karena

s Mengusulkan Perubahan nama Badan
telah didirikan Badan Penyelenggara

| .
' Penyelenggara sebagaimana tercantum

|
o | b‘aru oleh Pengusul i A__ | pada SK Pendirian/ Perubahan PTS
| 2 ‘ Nama Badan Penyelenggara yang | sesual dengan nama Badan |
} | tercantum pada SK PCI'ldil'iElﬂ/ “ Penye]enggara yvang baru kepada Dﬁjcn
%Perubahan PTS berbeda dengan nama ; Dikti.
‘Badan Penyelenggara Pengusul, karena |
telah dilakukan perubahan nama Badan |
| Penyelenggara oleh Pengusul.
3. | Nama Badan Penyelenggara pada SK |

| Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan |
nama Badan Penyelenggara pengusul, Mengusulkan kepada Dirjen Dikti |
namun Badan Penyelenggara tersebut tentgnc penetapan  kembali Badarn |
. . . . . & . <
didirikan dan disahkan sebagai Badan | . < R
\ ' | Penyelenggara yang telah Dberstatus
' Hukum dengan nama yang sama setelah | badan

‘ i . . hukum sebagail badan |
| 8K -Fe -ian/ Per 2 i “bit i - A . ‘
L | S Penmirian, Perubahan PTS terbit | penyelenggara PTS sejak PTS tersebut

ST L - | PEEY
$ooae- Pendirian/ Perubahan PTS hilang | didirikan.
‘ ' sehingga tidak dapat diketahui kronologi

“ Badan Penyelenggara PTS tersebut 5

g ‘ Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum ‘TMengusulkan kepada Dirjen Dikti
T ' Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah | tentang pembetulan ~ nama Badan
namun ada kekeliruan penulisan pada | Penyelenggara sebagaimana tercantum
SK Pendirian/ Perubahan PTS pada SK Pendirian/ Perubahan PTS
' sesual dengan nama Badan
}Penyelenggara sebagaimana tercantum
dalam SK Kemenkumham tentang
' pengesahan Badan Penyelenggara |
| ' sebagai badan hukum. |

i SRR PRI

b st e i e b e S e i U R——————

= | RS e i s i G 3 E————-
"6 | SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak | Mengusulkan penetapan kepada Dirjen |

menvebutkan nama Badan ‘ Dikti tentang pencantuman nama Badan |
' Penvelenggara PTS ' Penyelenggara dalam SK Pendirian/

| * | Perubahan PTS.
| ="
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001




